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Abstrak 
Dalam mencapai target pajak yang merupakan penerimaan negara terbesar, ada berbagai kendala yang dapat 
menghambat pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP pratama kebayoran lama Jakarta Selatan. Data yang diperoleh yaitu dari data primer 
berupa kuesioner yang disebarkan ke wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama 
Jakarta selatan dan data sekunder yaitu di dapatkan langsung dari KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan. 
Metode statistic yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan  Wajib Pajak  
 
Pendahuluan 
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan negara tahun 2013 
- 2018 di tinjau dari berbagai sektor. Penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-
sektor lainnya, hal ini dapat di lihat dari meningkatnya pertumbuhan pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan tabel 
1. Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN, ada berbagai kendala yang dapat menghambat 
pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugraheni (2015:4) pendistribusian pajak 
dilakukan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat seperti yang telah diatur pada Undang-Undang tentang 
ketentuan umum perpajakan pada pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 yang menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang  sangat  mendasar yang mesti di 
miliki para wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan, maka akan sulit bagi para wajib pajak untuk 
menjalankan kewajiban perpajakanya. Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari 
masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi 
pengisian Surat Pemberitahun (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. 
Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib 
pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.    
Pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan prilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak 
yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disuruh patuh melaksanakan 
kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan pajak meningkat sebaiknya pendidikan tentang pajaka 
dilakukan sejak dini, serta diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak 
kepada siswa atau mahasiswa selaku calon wajib pajak agar lebih paham dan meningkatkan pengetahuan 
perpajakannya.(Rahmawati, 2014)  
Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang 
berlaku. Sanksi pajak dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undang-
undang perpajakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan masyarakat masih banyak yang “meloloskan diri” dari kewajiban untuk membayar pajak dan juga 
melakukan tindakan melawan pajak (Syahril, 2013). 
Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Hasil 
penelitian Arum (2012), Jotopurnomo (2013), Ngadiman dan Huslin (2015), Septarini (2015), dan Susmita (2016) 
menunjukkan bahwa saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda 
dengan penelitian Asbar (2014) 
Media Akuntansi Perpajakan Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
ISSN (P): 2355-9993  (E): 2527-953X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 
Vol. 3, No. 2, Juli — Des. 2018 : 1-9 http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP 
 
2 
 
Dari paparan di atas, rumusan masalah akan dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran 
Lama Jakarta Selatan? 
Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta 
Selatan? 
Tabel.1 
 
 
Sumber: Nota keuangan  
 
Kajian Pustaka 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluarkan umum. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 
2. Berdasarkan Undang-Undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak 
tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermamfaat bagi 
masyarakat luas. 
Menurut Waluyo (2013 :02) salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 
dalam upaya untul meningkatkan pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 
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negeri berupa yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya akan digunakan untuk 
kepentingan bersama. 
Pengetahuan Perpajakan menurut Carolina  (dalam Khasanah, 2014:22) adalah informasi pajak yang dapat 
digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi 
tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Jika  wajib pajak mempunyai 
pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam 
menjalankan 
kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam 
pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan 
perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan dari Direktorat 
Jenderal Pajak, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan (brevet).  
Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014,380) menyebutkan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan 
mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek 
pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana 
pengisian pelaporan pajak. 
Selain pengetahuan tentang perpajakan, sanksi perpajakanpun berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Menurut 
Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 
Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat 
waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemebritahuan dimana 
jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal  ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum 
Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang   antara lain: 
1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak. 
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. 
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama (empat) bulan setelah akhir tahun 
pajak. 
Menurut Arum (2012), indikator Sanksi Perpajakan diantaranya :  
1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.  
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah 
dilakukan.  
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
Menurut Rahayu (2009) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”Ada dua macam kepatuhan pajak, 
yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat 
memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan.  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK. 03/2012 wajib pajak dengan kreteria 
tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT sebagai 
berikut: 
a. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir  
b. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai 
November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut  
c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat 
pemberitahuan masa masa pajak tersebut 
2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 
31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum 
melewati batas pelunasan. 
3. Laporan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.  
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan 
yang mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
Menurut Mandagi Dkk (2014) indikator dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu: 
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1. Mendaftarkan diri sebagai WP 
2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepat waktu.  
3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.  
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak.  
5. Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.  
6. Belum pernah dikenai sanksi administrasi.  
7. Telah 
membayar pajak sesuai pajak terutang.  
8. Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
9. Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak. 
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua tentang perpajakan yang 
dimengerti baik dan benar oleh wajib pajak. Adiansah (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat 
pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak serta pelayanan pembayaran pajak yang dimiliki oleh WP 
terhadap kepatuhan WP di kota Surabaya. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap pemasukan negara, 
dimana wajib pajak akan bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 
penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: 
H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  
Sanksi diberikan sebagai wujud jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga wajib pajak mampu 
membantu mengsuskseskan peraturan pemerintah demi meningkatkan realisasi pajak. Sanksi pajak terjadi karena 
terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan semangkin besar kesalahan yang dilakukan 
seorang wajib pajak, maka semakin berat sanksi yang diberikan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban 
perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Jotopurnomo dan 
Mangoting (2013) yang menyatakan sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan membatasi pengaruh 
terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Sanksi perpajakan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan  Wajib. Maka dengan ini penulis mengambil hipotesis sebagai 
berikut: 
H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebanyak 204.518 orang. 
Dari populasi tersebut diambil sampel dengan menggunakan Teknik Slovin dan didapatlah 400 responden. 
Indikator 
Table 2 Indikator kepatuhan wajib pajak 
VARIABEL  INDIKATOR KODE 
 
 
 
 
 
KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK 
Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak KP1 
Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepat waktu.  KP2 
Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT. KP3 
Tidak mempunyai tunggakan pajak KP4 
Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.  KP5 
Belum pernah dikenai sanksi administrasi.  KP6 
Telah membayar pajak sesuai pajak terutang.  KP7 
Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. KP8 
Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak. KP9 
Sumber: Mandagi Dkk (2014) 
Tabel 3. Indikator pengetahuan perpajakan 
VARIABEL  INDIKATOR KODE 
Pengetahuan 
Perpajakan 
(PP) 
Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku PP1 
Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan PP2 
Mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus 
memilikinya 
PP3 
Mengetahui pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar  PP4 
Mengetahui pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah PP5 
Mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, PP6 
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memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri); 
Sumber: Khasanah (2013) 
Tabel 4  Indikator Sanksi Pajak  
VARIABEL  KETERANGAN KODE 
 
 
 
Sanksi 
Pajak (SP) 
  
 
 
Sanksi 
Pajak (SP) 
Menciptakan kedisiplinan wajib pajak SP1 
Sanksi bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran SP2 
Sanksii diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran  SP3 
Penerapan sanksi harus sesuai dengan besar ketentuan dan peraturan yang berlaku SP4 
Sumber: Arum (2012) 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang 
diberikan kepada responden dengan menggunakan skala likert.  
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pembahasan data 
yang telah didapat yang diajukan dalam hipotesa.  
Model regresi dalam penelitian ini yaitu: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 
Keterangan: 
Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
α = Konstanta 
β = Koefisien regresi 
X1 = Pengetahuan Perpajakan 
X2 = Sanksi Pajak 
Ɛ = Eror  
Pembahasan Hasil 
Table 5 Hasil Statistik Deskriptif 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KP 397           9,00          77,00  36,1360 6,69250 
PP 397           8,00          40,00  31,5214 5,06799 
SP 397           4,00          20,00  15,6474 2,95275 
Valid N (listwise) 397         
 Sumber: data yang diolah 2018 
Dari hasil penelitian data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa statistic deskriptif pada masing-
masing variable yang ada diatas sebagai berikut: 
Kepatuhan Wajib Pajak (KP) 
Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel 
kepatuhan wajib pajak sebesar 36,1360 tergolong cukup tinggi  dan memiliki nilai maximum yaitu 77,00. Hal ini 
berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak bahwa responden cenderung 
patuh dalam melakukan pembayaran perpajakan dan tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.  
Pengetahuan Perpajakan (PP) 
Hasil analisis deskriptif variabel pengetahuan perpajakan dapat diketahui bahwa nilai mean variabel 
pengetahuan perpajakan sebesar 31,5214 yang memiliki kecenderungan mendekati nilai maximum yaitu 40,00. Hal 
ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan bahwa wajib pajak 
cenderung mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari pengetahuan 
mengenai tarif pajak dan fungsi pajak. 
Sanksi Pajak (SP) 
Hasil analisis deskriptif variabel sanksi pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel sanksi pajak 
sebesar 15,6474 yang juga memiliki kecendrungan mendekati nilai maximum yaitu 20,00. Hal ini berarti sebagian 
besar jawaban responden mengenai variabel sanksi pajak bahwa wajib pajak cenderung mengetahui sangat 
diperlukannya kedisiplinan dan pengenaan sanksi pajak. 
Uji Reabilitas  
Table 6. Uji Reabilitas Data 
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 
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Kepatuhan wajib pajak 
(Y) 0,882 Reliabel 
Pengetahuan Perpajakan 
(X1) 0,889 Reliabel 
Sanksi Pajak (X2) 0,875 Reliabel 
       
Sumber: Data yang diolah 2018 
Berdasarkan hasil uji reabilitas pada table diatas maka dapat dinyatakan bahwa kuesionr yang digunakan 
untuk penelitian ini telah reliable. Karena variable dari Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Pengetahuan 
Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai Cronbach's Alpha>0,70. 
Uji Normalitas 
Table 7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 397 
Normal Parametersa,b 
Mean 0 
Std. Deviation 5,732236 
Most Extreme Differences 
Absolute 0,055 
Positive 0,055 
Negative -0,049 
Test Statistic 0,055 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,006c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: Data yang diolah 2018 
Berdasarkan table diatas ada 397 data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas ini dapat 
diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. 2-tailed) 0,06 >0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai 
residu/eror dalam perhitungan dikatakan normal. 
Uji Heteroskedastisitas 
Data yang diperoleh sebagai berikut: 
Table 8 Uji Heteroskedastisitas 
 
      Sumber: Data yang diolah 2018 
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Hasil uji heterokedastisitas menunjukan bahwa model regresi tidak mengalami ganguan heterokedastisitas. 
Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.10 diatas. Grafik scatterplot menunjukan bahwa titik-titik tersebar tanpa 
membentuk suatu pola tertentu dan tersebar baik dibawah atau diatas angka 0 pada Y. Sehingga model regresi 
tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi berdasarkan 
masukan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak. 
Analisis Regresi 
Berganda 
Hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 9Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 12,697 2,003   6,339 0     
PP 0,402 0,08 0,305 5,034 0 0,509 1,963 
SP 0,111 0,125 0,049 0,893 0,373 0,615 1,625 
a. Dependent Variable: KP 
Sumber: Data yang diolah 2018 
Dari table diatas maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = 12,697 + 0,402X1 + 0,459X2 + 0,111X3 + e 
Keterangan: 
Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
X1 = Pengetahuan Perpajakan 
X2 = Sanksi Pajak 
e  = Eror 
Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut: 
Konstanta (Y) 
Konstanta dalam penelitian ini sebesar 12,697 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya 
pengetahuan perpajakan (X1), Tax Amnesty (X2) dan Saknsi Pajak (X3), maka besarnya kepatuhan wajib pajak 
adalah 12,697.  
Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Koefisien regresi variable pengetahuan perpajakan pada penelitian ini adalah sebesar 0,402 berarti jika 
terjadi peningkatan variable pengetahuan perpajakan (X1) sebesar satu satuan maka besarnya kepatuhan wajib pajak 
(Y) akan naik sebesar 0,402 satuan dengan asumsi variable bebas yang lain dari model regresi adalah konstan atau 
tetap,.  
 
Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Koefisien regresi variable sanksi pajak pada penelitian ini sebesar 0,111 berarti jika terjadi peningkatan 
variable sanksi pajak (X2) sebesar satu satuan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,111 
satuan dengan asumsi variable bebas yang lain dari model regresi adalah konstan atau tetap. 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan 
perpajakan, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran 
Lama Jakarta Selatan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 
1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 
Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018. Hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien regresi dengan T 
hitung sebesar 5,034 dengan 0,000 untuk signifikan. Dikatakan signifikan karena 0,000<0,05. 
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran 
Lama Jakarta Selatan Tahun 2018. Hal ini di tunjukan dengan nilai koefisien regresi dengan T hitung sebesar 
0,893 dengan 0,373 untuk signifikan. Dikatakan tidak signifikan karena 0,000>0,373. 
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